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RAHASIACONTOH BAP MANGKIR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ……. tanggal …….. bulan ……… tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di …………………, kami :

	1.
	N a m a
	:
	

	
	N I P
	:
	

	
	Pangkat/Golongan
	:
	

	
	J a b a t a n
	:
	

	
	Instansi
	:
	

	2.
	N a m a
	:
	

	
	N I P
	:
	

	
	Pangkat/Golongan
	:
	

	
	J a b a t a n
	:
	

	
	Instansi
	:
	


Telah melakukan pemeriksaan terhadap :
	
	N a m a
	:
	

	
	NIP
	:
	

	
	Tempat, Tgl Lahir
	:
	

	
	Agama
	:
	

	
	Pangkat/Golongan 
	:
	

	
	Jabatan 
	:
	

	
	Instansi
	:
	

	
	Alamat Rumah
	:
	

	
	No HP
	:
	



Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir) dan kekurangan waktu kerja. Atas pertanyaan yang diajukan yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut :

	1.
	Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ?

	
	Jawab :
	Ya, sehat.

	
	
	

	2.
	Apakah Saudara mengetahui maksud kami mengundang saudara pada hari ini ?

	
	Jawab :
	Ya, saya tahu.


	3.
	Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dan klarifikasi dengan benar dan jujur ?

	
	Jawab :
	Ya, saya bersedia.

	
	
	

	4.
	Mohon ceritakan riwayat pekerjaan Saudara ?

	
	Jawab :
	

	
	
	

	5.
	Apakah Saudara memahami aturan disiplin PNS untuk menaati ketentuan hari dan jam masuk kerja serta absensi PNS di lingkungan Pemprov Jateng sebagaimana diatur dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020?

	
	Jawab :
	

	
	
	

	6.
	Bagaimana mekanisme apabila tidak masuk kerja?

	
	Jawab :
	· 

	
	
	 

	7.
	Berdasarkan rekap presensi, Saudara tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (mangkir/alpha) selama …… hari kerja di (bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020) dan kekurangan waktu kerja (KWK) selama ….. jam ….menit dikonversi (7,5 jam=1 hari kerja) menjadi ….. hari kerja, sehingga total alpha/mangkir menjadi ….. hari kerja? Bisa Saudara jelaskan ?

	
	Jawab :
	· 

	
	
	

	8.
	Apakah Saudara bersedia untuk disiplin, mentaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

	
	Jawab :
	

	
	
	

	9.
	Apakah Saudara sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin?

	
	Jawab:
	

	
	
	

	10
	Bagaimana Komitmen saudara untuk menjadi seorang ASN?

	
	Jawab :
	


	11.
	Apakah Saudara siap menerima hukuman disiplin atas pelanggaran yang Saudara lakukan?

	
	Jawab:
	

	
	
	

	12.
	Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara sampaikan ?

	
	Jawab :
	· 


	13.
	Apakah dalam memberikan keterangan ini Saudara merasa ada tekanan/paksaan ?

	
	Jawab :
	Tidak.


	14.
	Apabila diperlukan apakah Saudara bersedia sewaktu-waktu dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan ?

	
	Jawab :
	Ya, bersedia. 




Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini kami buat dengan sebenarnya dengan mengangkat sumpah jabatan, kemudian kami tutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

	
	
	Yang diperiksa,




	
	
	…………………………………….

	
	
	


	
	
	Yang melakukan pemeriksaan


	
	1....................
	………………………………….

	
	
	NIP…………………………….

	
	
	

	
	
	

	
	2....................
	………………………………….

	
	
	NIP…………………………….

	
	
	








Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukdis

KOP INSTANSI
 
NOTA DINAS

Kepada Yth	: 	Kepala …
Dari	: 	Kepala …..
Nomor	:    …..
Tanggal	:   …..
Hal	:  Laporan Pelanggaran Disiplin PNS a.n……

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/02534 tanggal 16 Maret 2021 Perihal Tindak Lanjut Monitoring Dan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS Melalui Aplikasi Presensi Bulan Januari s.d. Desember 2020, dilaporkan bahwa Tim Pemeriksa….. pada (hari/tanggal/bulan/tahun) telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama		:
NIP			:
Pangkat/Gol.	:
Jabatan		:
Unit Kerja		:
Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa……, dan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan Kepala…….
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti pendukung dugaan pelanggaran disiplin sebagai bahan menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan.

	Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA /Atasan Langsung……………



Nama
Pangkat
NIP. ……




KOP INSTANSIContoh Hukuman Disiplin Ringan




RAHASIA


KEPUTUSAN KEPALA DINAS........... PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR  
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ..........

KEPALA DINAS........ PROVINSI JAWA TENGAH,

	Membaca
	:
	1. Surat ..............;
1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa ..... tanggal ...
1. Rekapitulasi Daftar Hadir bulan ... sd. bulan.....;

	Menimbang
	:
	a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa .... tanggal ..., Saudara ... terbukti dan mengakui pada bulan .. s.d. .. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah  selama ... hari kerja dan kekurangan waktu kerja (KWK) yang dikonversi menjadi .... hari kerja, sehingga total tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama ... hari kerja;
b. bahwa perbuatan Saudara ..... dimaksud merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa guna menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin kepada Saudara ... berdasarkan ketentuan Pasal (sesuaikan dengan pelanggarannya) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas... Provinsi Jawa Tengah tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara ....; 

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

	
	
	
MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan/teguran tertulis/pernyataan tidak puas secara tertulis (pilih sesuai dengan jenis hukdisnya) kepada : 
	Nama
	:
	
	

	N I P
	:
	
	

	Pangkat/Gol. Ruang
	:
	
	

	Jabatan
	:
	
	

	Unit Kerja
	:
	
	


karena melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


	KEDUA
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	KETIGA
	:
	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

	KEEMPAT 
	:
	Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



      Ditetapkan di Semarang            
      pada tanggal 

KEPALA DINAS..... PROVINSI JAWA TENGAH,



.........

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri (Up. Karo Kepegawaian);
1. Kepala BKN (Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
1. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
1. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.



KOP INSTANSIContoh Hukuman Disiplin Sedang 




RAHASIA


KEPUTUSAN KEPALA DINAS........... PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR  
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA ..........

KEPALA DINAS........ PROVINSI JAWA TENGAH,

	Membaca
	:
	1. Surat ..............;
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa ..... tanggal ...
3. Rekapitulasi Daftar Hadir bulan ... sd. bulan.....;

	Menimbang
	:
	a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa .... tanggal ..., Saudara ... terbukti dan mengakui pada bulan .. s.d. .. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah  selama ... hari kerja dan kekurangan waktu kerja (KWK) yang dikonversi menjadi .... hari kerja, sehingga total tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama ... hari kerja;
b. bahwa perbuatan Saudara ..... dimaksud merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa guna menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin kepada Saudara ... berdasarkan ketentuan Pasal (sesuaikan dengan pelanggarannya) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas... Provinsi Jawa Tengah tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara ....; 

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

	
	
	
MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun/penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun (pilih sesuai dengan jenis hukdisnya) kepada : 
	Nama
	:
	
	

	N I P
	:
	
	

	Pangkat/Gol. Ruang
	:
	
	

	Jabatan
	:
	
	

	Unit Kerja
	:
	
	


karena melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil


	KEDUA
	:
	Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

	KETIGA
	:
	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 

	KEEMPAT 
	:
	Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



      Ditetapkan di Semarang            
      pada tanggal 

KEPALA DINAS..... PROVINSI JAWA TENGAH,



.........

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri (Up. Karo Kepegawaian);
2. Kepala BKN (Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
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